WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 13
TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KOTA MAKASSAR TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 282 dan Pasal 283
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 sudah tidak sesuai
lagi dinamika masyarakat dan arah kebijakan pembangunan
Kota Makassar, sehingga perlu disesuaikan dan dilakukan
Perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota
Makassar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Makassar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar
Tahun 2005-2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4335);



10.

11.

12.

13.

14.

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang
Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan
Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan
Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar
dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar,
Maros, Sungguminasa dan Takalar;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

Menetapkan

dan

WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA MAKASSAR TAHUN
2005-2025.



Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar
Tahun 2005-2025 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat setelah ayat (2) yaitu ayat (3), sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

(1) RPJPD Kota Makassar merupakan penjabaran dari visi, misi jangka panjang
dengan memperhatikan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi, memuat arah
pembangunan Daerah Kota Makassar 20 (dua puluh) tahun ke depan.

(2) RPJPD Kota Makassar merupakan landasan dan acuan bagi penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar selama
kurun waktu tahun 2005-2025.

(3) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah dengan
memperhatikan RPJM Nasional, baik substansi dan jangja waktunya sesuai

kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap
pelaksanaan RPJM Daerah periode sebelumnya.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Penyusunan Perubahan RPJPD, dimaksudkan :

I. BABI Pendahuluan.

II. BABII Gambaran Umum Kondisi Daerah.

[II. BABII Analisis Isu-Isu Strategis.

IV. BABIV Visi dan Misi Daerah.

V. BABYV Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
VI. BAB VI Kaidah Pelaksanaan.

VII. BAB VII Penutup.

(2) Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 6 dihapus.



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 3 Oktober 2017

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 4 Oktober 2017

P1t. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

BASO AMIRUDDIN
LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : B.HK.HAM.3.156.17



